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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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Diperlukan Dukungan SDM dan Anggaran
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Selanjutnya, Sekjen Dep-
dagri, Tumenggung dalam
materinya menyampaikan,
Kementrian Dalam Negeri
yang meminta agar penera-
panPPnomor 71 tahun 2010
ditunda dari tahun 2013.
Kememtrian Dalam Negeri
telah melakukan upaya im-
plementasi SAPberbasis Ak-
rualpadapemerintahdaerah
sejaktahun2013, dimanaKe-

mendagri telah melakukan
penyiapan pedoman dalam
penerapan akuntansi berb-
asis akrual pada Pemda me-
lalui Permendagri nomor 64
tahun2013, dan peningka-
tan SDM.

Dijelaskan, 2014 ke-
mendagri telah melak-
sanakan fasilitasi terhadap
peraturan kepala daerah
tentang kebijakan akuntan-
si akrual dan SAPD, pening-
katan SDM.

“Uji coba penerapan
akuntansi berbasis akrual

pada beberapa pemda, dan
melakukan review terha-
dap perdatentangkebijakan
akuntansi dan SAPD serta
sistemaplikasinya,”jelasnya.
Kemudianlanjut dia, 2015
Kemendagri telah melaku-
kan monitoringdan evaluasi
penerapanakuntansiberba-
sis akrual pada pemda, pen-
ingkatan kapasitas SDM ser-
ta menyusun pedoman tata
carapenyisihan piutang dan
tata cara dana bergilir.
“Pemerintah daerah
dalam penerapan SAP ber-

basis Akrual melakukan
langkah-langkahantaralain,
perlu komitmen dan ke-
bijakan, persiapan regu-
lasi, persiapam sistem ap-
likasi, organisasi daerah,
SDM terakhir dukungan
anggaran,terangnya.

Sekjen Kemendagri bers-
ama Direktur Pengawasan
BPKPmengakui, bahwa dae-
rahdaerahsudahsiapmelak-
sanakan sistem akuntansi
berbasis Akrual salah satu-
nya Provinsi Sulawesi Ten-
gah.(awl/*)
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pemeriksaan BPK nantin-
ya semua dapat penilaian
baik,”ungkap Auditor Sjaf-
rudin saat membuka Rapat
Koordinasi Penguatan
Komitmen dalam Imple-
mentasi Akuntansi Bebasis
Akrualoleh PemerintahDae-

rah, dilaksanakan oleh BPK
RI, di Hotel Ciputra Jakarta,
Senin (21/12). ¥
Menurutnya, pelaksanaan
tata kelola kebijakan akun-
tansi berbasis Akrual oleh
pemerintah daerah untuk
melaksanakan Peraturan

Pemerintah nomor 71 ta-
hun 2010 tentang SAP (ba-
sis akrual ).

Rakor dihadiri sekretar-
is Depdagri, Deputi Penga-

wasan BPKP dan para ke- -

pala daerah, SKPD teknis
untuk wilayah Bali, Maluku,

Sulawesi, ‘dan papua. Pada
pelaksanaan rapat tersebut
Gubemnur Sulawesi Tengah
diwakiliolehKepalaBPKAD,
kepala Inpektoratdankabag
akuntansi BPKAD, #

M Baca KEMENDAGRI hal. 11
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Terapkan Sistem
Aluntansi
Berbasis Akrual

PALU - Auditor Utama
BPK RI wilayah IV Sjafru-

din Mosli SE MM, mene-
gaskan dibutuhkan kesa-
maanpresepsidalam pener-
apanpengelolaan kebijakan
keuangan dengan akuntan-
si berbasis akrual. Karena
dengan menerapkan sistem
akuntansiakrualsangatber-

dampakpadapemerikasaan
BPK terhadap pengelolaan
keuangan dan aset daerah,
yanghasilnyasangatberpen-
garuh terhadap opini gang
akandiberikanBPKterhadap
pemerikasaan BPK.
“Dan diharapkan hasil




